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KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN PURBALINGGA 

 

SALINAN 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN PURBALINGGA 
 

NOMOR 14 /Kpts/KPU-Kab-012.329398/2015       

 

TENTANG 

 

SYARAT DUKUNGAN BAGI  BAKAL CALON PASANGAN CALON PERSEORANGAN  

PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA  

TAHUN 2015 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA, 
  

Menimbang :  a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor  1 Tahun 

2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 tahun 2014  tentang Pemilihan Gubernur, Bupati 

dan Walikota menjadi Undang-Undang disebutkan bahwa Calon 

Perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan 

Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil 

Walikota, jika memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan 

Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima 

ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung 

sekurang–kurangnya 7,5 % (tujuh setengah persen) dari jumlah 

penduduk; 

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Purbalingga tentang Syarat Dukungan Bakal Pasangan 

Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 

Purbalingga Tahun 2015 ; 

 

Mengingat           :   1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 

42); 

2. Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai 

Politik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) 

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5189); 
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3. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4846); 

4. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234);  

5. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara 

Pemilihan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5246);  

6. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5316); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4674), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) ; 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang  Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 23, 

Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5656), sebagaimana 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang  

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan 

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 

2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5678); 

9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

RI Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara RI Nomor 5679); 
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  tahun 

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4578); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang 

Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil 

Walikota; 

12. Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 02 Tahun 2015 tentang 

Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal 

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati 

dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; 

13. Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata 

Kerja Komisi Pemilihan Provinsi/Komisi Independen Pemilihan 

Aceh, Komisi Pemilihan/Komisi Independen Pemilihan 

Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan 

Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok 

Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati 

dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; 

14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2015 tentang 

Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih  Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan 

Wakil Walikota; 

Memperhatikan  : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga 

Nomor 02/Kpts/KPU-Kab-012.329398/2015  tentang Tahapan, 

Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan 

Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015 ; 

                                   2. Surat   Ketua    Komisi    Pemilihan    Umum   Nomor 

201/KPU/IV/2015 tanggal 30 April 2015 perihal DAK2 Pemilihan 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ; 

  3. Hasil Keputusan Rapat Pleno KPU Kabupaten Purbalingga tanggal  

18 Mei 2015 ; 

 

M E M U T U S K A N  : 

 

 

Menetapkan             :    KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

PURBALINGGA TENTANG SYARAT DUKUNGAN BAKAL 

CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN 

WAKIL BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2015 
 

KESATU :  Syarat Dukungan Minimal Bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan 

dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015. 
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KEDUA  :  Syarat dukungan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah 

sebesar 7,5 % x 930.043  =  69.753 ( Enam puluh sembilan  ribu 

tujuh ratus lima puluh tiga) pemilih. 
 

KETIGA  :  Jumlah dukungan sebesar 69.753 (Enam puluh sembilan  ribu 

tujuh ratus lima puluh tiga) pemilih adalah jumlah minimal yang 

harus dipenuhi sebagai persyaratan bakal pasangan calon Bupati dan 

Wakil Bupati Purbalingga dari perseorangan pada saat mendaftarkan 

diri sebagai bakal pasangan calon di KPU Kabupaten Purbalingga. 

 

KEEMPAT : Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga tersebar di 

lebih dari 50 % ( lima puluh per seratus ) jumlah kecamatan di 

Kabupaten Purbalingga atau tersebar lebih di 9 (sembilan) 

Kecamatan di Kabupaten Purbalingga 

 

KELIMA : Bukti dukungan sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga dibuat dalam 

bentuk surat dukungan yang disertai fotocopy Kartu Tanda Penduduk 

( KTP ) Elektronik, paspor dan/atau identitas lain sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang- undangan. 

 

KEENAM  : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

Ditetapkan   di   Purbalingga 

pada tanggal 20 Mei 2015 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN PUIRBALINGGA, 

 
t.t.d. 

 
SRI WAHYUNI 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

SEKRETARIAT  KOMISI PEMILIHAN 

KABUPATEN PURBALINGGA 

Kepala Sub Bagian Hukum  

                            

 

 

 

 

BAMBANG TARUNA ADI 

 

 

 

 

 
 

 
 
 


